
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Kentol, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1 Kejujuran Dan Keterbukaan Informasi 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kejujuran dan keterbukaan informasi sudah 

berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa sudah berikan seluas-luasnya walaupun hanya lewat papan informasi/ 

baliho sebagai satu langkah untuk mewujudkan keberhasilan akuntabilitas. Namun pada 

penyediaan media untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan berlangsung di desa 

belum terwujud. 

2 Kesesuaian Prosedur 

Kesesuaian prosedur dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik 

sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dilihat 

dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan pemerintah 

desa mengevaluasi program-program dengan menyelenggarakan musyawarah-

musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa, pada tahap pelaksanaan 

program-program yang sudah ada akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat 

secara umum, dan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa melakukan 

transparansi mengenai laporan realisasi dana desa yang akan disampaikan kepada 

beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Namun dalam 

tahap pelaksanaan ada perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-

masing dusun. 

3 Kepatuhan Dalam Pelaporan 

Dari segi pelaporan sudah berjalan cukup baik, dibuktikan dalam penatausahaan yang 

dilakukan oleh bendahara desa, yaitu wajib melakukan pencatatan setiap transaksi 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 



Namun dari segi kepatuhan pelaporan masih belum maksimal karena pemerintah desa 

molor dalam setiap melakukan pelaporan hal ini disebabkan oleh terlambatnya proses 

pencairan anggaran dari pemerintah.  

4 Ketepatan Penyampaian Laporan 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kentol dalam ketepatan penyampaian laporan sudah 

cukup baik sesuai yang diterapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

menyatakan bahwa laporan yang diwajibkan kepada kepala desa yaitu laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa. Pemerintah desa Kentol menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa setiap paling lambat diakhir bulan juni tahun berjalan sampai 

laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berjalan. 

5 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kentol dapat dikatakan 

pemerintah sudah cukup bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak, jalan tani, bak penampung air, dan 

pemberdayaan masyarakat seperti bantuan-bantuan untuk masyarakat kurang mampu 

(seperti rumah layak huni dan wc) serta fasilitas-fasiltas umum seperti pustu. Tetapi 

kurang dalam penerapan akuntabilitas yakni pembangunan jalan menuju jalan pusat yang 

sampe sekarang tidak jelas pembangunannya.  

6 Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat dua 

faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor 

yang mendorong terjadinya akuntabilitas seperti kejujuran, hukum dan kebijakan. 

Sedangkan faktor penghambat yaitu dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam 

proses akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti kemampuan sumber daya perangkat 

desa, kondisi tak terduga, dan dukungan masyarakat desa. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk tercapainya akuntabilitas terhadap pengelolaan dana 

desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai lebih maksimal dan untuk 

mewujudkan pembangunan yang berhasil, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, 

Adapun saran-saran yang diberikan peneliti yaitu: 



1. Untuk tahap pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal pencairan dana 

diharapkan di cairkan sesuai dengan aturan jangan sampe terlambat sehingga pemerintah 

desa juga bisa melaporkan hasil kerjanya tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang 

ada. Pemerintah desa dalam hal perencanaan perlu ada penjelasan dari pemerintah  desa 

mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam musdus, musdes, dan 

musrembangdes serta menjelaskan lebih mendalam kepada masyarakat tentang prioritas 

yang telah diputuskan agar masyarakat merasa tidak kecewa apa bila usulannya tidak 

menjadi prioritas. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait 

dengan kebijakan-kebijakan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, 

sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai 

dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku. 

2. Untuk Akuntabilitas diharapkan pemeritah Desa untuk selalu memasang papan baliho 

realisasi penggunaan dana desa setiap tahun anggaran sehingga masyarakat bisa 

mengetahui realisasi keuangan desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan bersama dengan masyarakat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari 

masyarakat desa. Diharapkan di zaman yang semakin moderen pemerintah tidak lagi 

menyampaikan transparansi informasi mengenai dana desa melalui baliho dan papan 

pengumuman tapi bisa melalui website khusus agar memudahkan masyarakat dalam 

mengawasi pengelolaan dana desa. 
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